KEPALA DESA SELAGEDANG

KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SELAGEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SELAGEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELAGEDANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELAGEDANG

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
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Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2020 tentang Pegawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang
Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang
Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah
Pada Tingkat Desa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/ Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
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Tahun 2018 Nomor 97);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 33);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2022 Nomor 27);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 283);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2023 Nomor 05);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 06);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2023 Nomor 356);

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP.440-BAPENDA/2022
tentang Besaran dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
Kepada Desa Triwulan I dan Triwulan II Tahun Pajak 2022;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.01/BKAD/2023
tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/05/Kep.07-BKAD/2023
tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973 /KEP.213-BAPENDA/2023
tentang Besaran dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP.344-DPMD/2023
tentang Penggunaan Dana Hasil Pajak Untuk Mendukung
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa
Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973 /KEP.344-BAPENDA/2023
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cianjur Triwulan I dan II
Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.18/BKAD/2023
tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
900/Kep.9-Barjas/2020 tentang  Bentuk-Bentuk = Formulir
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa;



Menetapkan

PERATURAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

56. Peraturan Desa Selagedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selagedang Tahun 2019
Nomor 02);

. Peraturan Desa Selagedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-
2026 (Lembaran Desa Selagedang Tahun 2020 Nomor 1);

. Peraturan Desa Selagedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Selagedang
Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELAGEDANG

Dan
KEPALA DESA SELAGEDANG

MEMUTUSKAN

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

SELAGEDANG TAHUN

DESA

ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SELAGEDANG Tahun Anggaran
2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 2.697.957.600,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp 177.981.900,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.875.939.500,00

2. Belanja Desa

a. semula Rp 2.562.855.323,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp 313.691.200,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.876.546.523,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (135.709.300,00)

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 14.897.723,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 14.897.723,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 150.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp (150.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp (0,00)
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2) Rp 14.897.723,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 14.897.723,00
perubahan
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Selagedang.

Ditetapkan di : Selagedang
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Diundangkan di : Selagedang
rdia : 23 Oktober 2023

LEMBARAN DESA SELAGEDANG NOMOR 7 TAHUN 2023



